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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA o
NOMOR : 500.16.7.2/PAUD-0167 /DPMPTSP/2025

TENTANG
4 [ZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang . a. Surat permohonan  Izin  Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari
Yayasan Jabal Parang selaku pimpinan TK Jabal Parang
Nomor : 017/YYS_JP/VIII/2025 tanggal 26 September 2025;

b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah
mendapat rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta Nomor : 400.3.2/4347-PAUD/2025 pada
tanggal 02 Oktober 2025,

c. Berdasarkan pertimbangan
huruf a dan b, maka
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang [zin
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

sebagaimana dimaksud pada
perlu  menerbitkan Keputusan
Pelayanan Terpadu
Pendirian

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

sebagaimana telah

Republik Indonesia Tahun 1950),
diubah dengan Undang-Undang Nomor
Pembentukan  Kabupaten

4 Tahun 1968
Purwakarta dan

tentang
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang

tentang Sistem
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menj:di
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  Indoncst \
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negat” : Ny
Republik Indonesia Nomor 6856); A R

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tent
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tac
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repub!i ‘
donesia Nomor 5601), sebagaimana telah D
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 toa'f
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-L. '
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjad!
dang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonc: 3
hun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neyo
publik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 U5 i
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LePYS=3s
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Novaey” ¥
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TNoLS
5105), sebagaimana telah diubah dengan Perat UreEai7
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atag o
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomo: ‘1./: :
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia ToOr%"

5157); b
6. Peraturan Pemerintah ~ Nomor 57 Tahun 2021 tentary =

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republis -
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negars .

Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten
purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten PurwakartaTahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);

ang Administrs!
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- 43 Tahun 2025
~ti Purwakarta Nomor 43
11. Peraturan Bupati Purw il

’ < y e Jlengparaan
Pendelegasian  Kewenangan Penyeleng ,]

i : i1 ‘pad: Kepala Dinas

Perizinan  dan  Nonperizinan Kepada : | o

) ‘ | ayarns: Terpadu Sat

1 1an Modal dan Pelayanan I

denanaimi [

akarta Tahun 2025
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta l'a
i {
g rian Pendidilkan
i smenterian Pen
ke - 1. Surat Bdaran Sckretaris Jenderal Keme r.\ [T
S——— Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesi: |
ch ayadll, SCLC = . ity
26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pe
) Te
Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN
El;gf’:{}gkdn . Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
kepada:
Na‘zna Penyelenggara . Yayasan Jabal Parang
Nama Satuan Pendidikan : TK Jabal Parang
alur Pendidikan . Formal
\IJBentuk Pendidikan + Taman Kanak Kanalf (TK) '
Jenjang Pendidikan . Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : Selena Helga, S.Pd.,Gr
Alamat : Kp. Parapatan RT. 003 RW. 001
Ds. Pasanggrahan Kec. Tegalwaru
Kab. Purwakarta
KEDUA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU wajib:
a. Memenuhi standar pelayanan minimal dan standar Nasional
Pendidikan  Anak Usia Dini  sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan; dan
b. Memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini sebelum menerima peserta didik.
KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 09 Oktober 2025
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[ BEBAS RETRIBUSI
Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
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